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TENTANG

PENYELENGGARA PELAYANAN PERADILAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Pagar Alam harus
selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah
dan menyerderhanakan tata cara pelayanan ;

Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara
terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam
menerima pelayanan yang diperlukan :

Bahwa pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian
sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan

Bahwa karena itu pelayanan Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu
dilakukan secara terpadu dalam satu tempat ;

Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperiukan Payung hukum
dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut :

Het Hecherziene Indonesisch Reglement (HIR) Nomor : 44 Tahun
1941 ;

Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Nomor : 227 Tahun 1927 :
Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik :

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman :

Undang Undang Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang no. 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum :

Undang Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : 026 tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;
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Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan :

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whisﬁeb!owing)
di Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya :

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77//DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tanggal 28 Februari 2018, tentang
Pedoman Standar Pelayanan Termpadu Saty Pintu ( PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER] PAGAR ALAM
TENTANG PENYELENGARAAN PELAYANAN PERADILAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN
NEGERI PAGAR ALAM 2

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
NOMOR : WG-UQ!TSSOISK!KPNIOT.M.3!10!2021 Tentang
Penyelenggara Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pinty (Ptsp) di
Lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Pelayanan Peradilan di Pengadilan Negeri Pagar Alam dilakukan
Terpadu di Lobby Pengadilan Negeri Pagar Alam :

Pelayanan meliputi Pelayanan Customer Service, Pelayanan
Pengaduan, Pelayanan Permohonan Informasi dan Pelayanan
Kepaniteraan (terlampir) ;

Panitera Bertanggung Jawab atas Pelayanan Informasi, Pengaduan
dan Pelayanan Kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertanggung
jawab atas Pelayanan Customer Service :

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan seperlunya :

Ditetapkan dij : PAGARALAM
Pada Tanggal 3 JANUARI 2022 41




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR : We-U9/ 7 ISKIKPN/OT.01.3/1/2022

JENIS —- JENIS PELAYANAN
PELAYANAN PERADILAN SATU PINTU (PTSP)
DI PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pinty (PTSP) diLingkungan Pengadilan
Negeri Pagar Alam untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Ketua Pengadilan, maka Jenis-
jenis Pelayanan Peradilan yang masuk Ruang Lingkup Pelayanan Terpadu Saty Pintu (One
Gate Integrated Service) meliputi :

A. PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA
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Penerimaan Pelimpahan berkas perkara Pidana biasa, Singkat,Cepat dan Ringan/ Lalu
lintas dari Penuntut umum/ Penyidik.

Pendaftaran Permohonan Praperadilan,

Penerimaan Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan Grasi.
Penerimaan Memori/Kontra memori, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembalj.
Penerimaan Permohonan Pencabutan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali.
Penerimaan Permohonan ljin/ Persetujuan Penggeledahan dan Penyitaan.
Penerimaan Perpanjangan penahanan dan Permohonan ljin Besuk.

Penerimaan Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan Informasi
Penyelesaian perkara pidana.

B. PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA
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Penerimaan Pendaftaran perkara Gugatan Biasa.

Penerimaan Pendaftaran perkara Gugatan Sederhana,

Penerimaan verzet atas Putusan Verstek.

Penerimaan Pendaftaran Perlawanan/Bantahan.

Penerimaan Pendaftaran Perkara Permohonan.

Penerimaan Pendaftaran Permohonan Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali.
Penerimaan Pendaftaran Permohonan Sumpah atas ditemukannya Bukti Baru dalam
Permohonan Peninjauan Kembali.

Penerimaan Pendaftaran Permohonan dan Pengambilan sisa panjar Biaya perkara.
Penerimaan Permohonan dan Pengambilan Turunan Putusan.

10. Penerimaan Pendaftaran Permohonan Eksekusi.
11. Penerimaan Pendaftaran Konsinyasi.



12. Penerimaan Permohonan Pencabutan Gugatan,Permohonan,Banding,Kasasi dan

Peninjauan Kembali serta Konsinyasi.

13. Penerimaan Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan Informasi

penyelesaian Perkara Perdata.

C. PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM
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Penerimaan Permohonan pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum (CV,PT dan lain-
lain).

Penerimaan Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana.
Penerimaan Permohonan melaksanakan Penelitian dan Riset.

Penerimaan Permohonan keterangan Data perkara dan Turunan Putusan Perkara yang
telah Berkekuatan Hukum tetap.

Penerimaan Pendaftaran Permohonan Surat Kuasa.
Penerimaan Layanan Pengaduan / SIwWAS MARI.
Penerimaan Permohonan pendaftaran Waarmeking dan Legalisasi.

Penerimaan Layanan —layanan Jain yang berhubungan dengan Pelayanan Jasa
Hukum.

D. PELAYANAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
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Penerimaan Surat masuk.

E. JAM PELAYANAN PTSP

~ Senin s/d Kamis

*  Pagi : Pukul 08.00 WIB s/d 12.00 wiB
* lIstirahat : Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 wiIB
*= Siang : Pukul 13.00 WIB s/d 16.30 WiB

» JUMAT

=  Pagi : Pukul 08.00 WIB s/d 11.30 WIB
*= lIstirahat : Pukul 11.30 WIB s/d 13.00 wiB
= Siang : Pukul 13.00 WIB s/d 17.00 wiB

Ditetapkan di : PAGARALAM
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2022
POARENGADILAN NE GERQ]



